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Abstract: Pegawai pemerintah merupakan penggerak utama atas kelancaran kegiatan instansi sebagai pelayan publik.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu mengelola pegawai yang ada secara optimalagar tercipta kinerja
yang baik. Salah satunya dengan melakukan pengendalian internal serta penerapan prinsip good governance pada
instansi tersebut. Selain itu dengan adanya akuntabilitas diharapkan kinerja pegawai dapat meningkat. Karena dalam
akuntabilitas, pegawai dihadapkan pada kewajiban yang harus dilaksanakan secara benar dan baik dan dapat
mempertanggungjawabkan dari tugas tersebut sesuai dengan kewenangannya. Tujuan dalam penelitian ini mengetahui
akuntabilitas dan pemahaman penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pegawai. Populasi yang
digunakan adalah pegawai di kantor Kecamatan Tambaksari Surabaya. Hasil pengujian secara parsial
memperlihatkan akuntabilitas kinerja dinilai positif = terhadap kinerja pegawai. Demikian juga prinsip good
governance berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Kondisi ini memperlihatkan semakin baik
pengendalian internal dan penerapan prinsip good governance akan semakin meningkatkan kinerja pegawai pada
kantor Kecamatan Tambaksari Surabaya.
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Pendahuluan

Dalam organisasi sektor publik, kinerja dapat diukur melalui elemen aparatur

pemerintah, khususnya di pemerintah daerah sendiri dinamakan aparatur pemerintah
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daerah. Aparatur pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki
tanggungjawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Kinerja
Pegawai yang baik dapat diukur berdasarkan hasil yang diperolehdari suatu aktivitas
yang dilakukan oleh pegawai tersebut(Firmansyah et al., 2022). Kinerja Pegawai yang
baik membuat kinerja suatu organisasi pemerintah menjadi semakin baik. Salah satu
lembaga penyelenggaraan pelayanan publik yang langsung berhadapan kepada
masyarakat adalah Kecamatan Tambaksari Surabaya. Sebagai sebuah lembaga,
pelayanan publik aparatur pemerintah menjamin keberlangsungan administrasi Negara
yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya

yang berasal dari danuntuk kepentingan publik atau masyarakat(Karim & Bima, 2020).

Kecamatan Tambaksari merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Surabaya.
Kecamatan Tambaksari dibagi menjadi 8 kelurahan. Pada tahun 2021 penduduk Kecamatan
Tambaksari memiliki jumlah tertinggi dibandingkan penduduk Kecamatan lainnya yaitu
sejumlah 225.198 jiwa. Kondisi perekonomian masyarakat Tambaksari sangat variatif
begitu juga tingkat pendidikan dan sumber daya manusianya, mulai tingkat bawah sampai
dengan pendidikan tinggi. Delapan Kelurahan yang berada di Kecamatan Tambaksari,
yaitu: Dukuh Setro, Gading, Kapasmadya Baru, Pacarkeling, Pacarkembang, Ploso,
Rangkah, dan Tambaksari. Kantor Kecamatan Tambaksari Surabaya sebagai institusi
public service yang memiliki fungsi pelayanan tentunya mempunyai akses besar dan
tampaknya tidak terlepas dari perannya dalam menyikapi fenomena pengelolaan sumber
dayanya. Mencari solusi tentang kinerja pegawai tampaknya merupakan tuntutan saat
ini untuk memberikan pelayanan kepadamasyarakat secara efektif dan efisien(Putri & Wijaya,
2020).

Dalam rangka mencapai tujuan dan aspirasi dari masyarakat, setiap negara harus
memiliki Good Governance (penyelenggaraan pemerintahan yang baik). Untuk mencapai
Good Governance tersebut harus dimulai dari terwujudnya Good Governance. Terkait dengan
konsep Good Governance, dalam prakteknya aparat Kecamatan dituntut untuk dapat
mempertanggungjawabkan atas kewenangan yang diembannya Dalam hal
mempertanggungjawabkan kewenangannya inilah aparat pemerintah dituntut untuk
menjalankan asas-asas akuntabilitas kinerja. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
pasal 1 ayat 1 tentang pelayanan publik menegaskan bahwa pelayanan publik
merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagisetiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan adminitratif yang disediakan penyelenggara
pelayanan publik. Dalam mewujudkan praktik good governance, terdapat banyak

cara yang perlu dilakukan. Praktik good governance memerlukan perubahan yang
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menyeluruh pada semua unsur kelembagaan yang terlibat dalam praktik tersebut
meliputi pemerintah sebagai representasi negara, pelaku pasar, dunia usaha, serta

masyarakat sipil(Pardede & Laia, 2020).

Akuntabilitas publik merupakan landasan  utama  proses  penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus
mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepadapublik.
Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas public merupakan
pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.  Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi
kepada  publik dan  konstituen lainnya yang menjadipemangku kepentingan
(stakeholder). Dengan akuntabilitas diartikan bahwa suatu instansi pemerintah telah
menetapkan dan mempunyai visi, misi,tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program
kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan. Dengan akuntabilitas juga akan
dapat diukur bagaimana mereka menyelenggarakan dan mempertahankan (memegang)
tanggungjawab mereka terhadap pencapaian hasil didalam pelayanan kantor kecamatan
Tambaksari(Candra, 2019).

Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep pertanggungjawaban atas tindakan individual atau
organisasi yang telah diamanatkan. Menurut Widodo (Widodo, 2001:30) didefinisikan
sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkanmelalui media pertanggung jawaban yang dilakukan secara periodik. Perspektif
fungsional menurut (Mardiasmo, 2006) akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan
dengan lima tahap yang berbedayang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan
ukuran-ukuran obyektif (legal compliance) ke tahap yang membutuhkan lebihbanyak
ukuran-ukuran subyektif. Akuntabilitas publicyang harus dilakukan oleh organisasi sektor
publik tediri atas beberapa dimensi, (Mardiasmo, 2006) menyebutkan bahwa(Agustina,
2023):

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum; akuntabilitas ini terkait dengan penghindaran
penyalahgunaan jabatan dan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana public.

2. Akuntabilitas proses; terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan system informasi

akuntansi, system informasi manajemen, dan proses administrasi.
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3. Akuntabilitas program; terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan
dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang
memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal;

4. Akuntabilitas kebijakan; terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun
daerah, atas kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat
luas.

Kinerja

Kinerja seorang pegawai merupakan hal yang bersifat individual, karena
setiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam
mengerjakan tugasnya. Menurut (Aditama., 2016:67) kinerja atau prestasi kerja adalah
hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja juga didefinisikansebagai suatu hasil atau tingkat keberhasilan seseorang

secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan

dengan berbagai kemungkinan seperti standar kerja, target atau sasaran. Sedangkan

(Simamora., 2015:327) mengemukakan bahwa kinerja karyawan adalah tingkat terhadap

mana para karyawan kencapai persyaratan-persyaratan pekerjaannya(Bunga etal., 2022).

Lebih lanjut (Simamora., 2015:327) mengemukakan bahwa Kinerja karyawan adalah
tingkat terhadap mana para karyawan kencapai persyaratan-persyaratan pekerjaannya.
Salah satu cara yang perlu dilakukan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada
pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab sesuai dengan tingkat
proporsional pegawai sendiri dengan cara seperti ini akan dapat diketahui kemampuan
pegawai dalam melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan meminimalisir kesalahan
Kompetensi, motivasi, dan fasilitas kerja secara parsial berpengaruh potifi terhadap kinerja
pegawai, fasilitas kerja merupakan variable ang berpengaruh dominan terhadap kinerja
pegawai (Habibah, 2021; Nurbaiti & Adji, 2021)

Lingkungan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja, dimana terjadinya
peningkatan ataupun penurunan kinerja tida dipengaruhi secara langsung olehlingkungan
kerja, lingkungna kerja yang baik tidak secara langsung meningkatkan kinerja pegawai,
karena pegawai meningkat kinerjanya bukan karena lingkungan kerja yang baik tetapi ada
factor lain yang dapat meningkatkan kinerjannya Sedangkan Persoalan kebutuhan
memperoleh sumber daya manusia yang profesional diharapkan oleh banyak organisasi

untuk bisa bersaing dalam era globalisasi (Polutu et al., 2023).
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Good Governance

World bank memberikan pengertian tentang Good Governance sebagai suatu
penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan
prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, penghindaran kesalahan alokasi atas dana
investasi, pencegahan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), serta menjalankan disiplin
anggaran dan penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas
usaha (Mardiasmo, 2006). Menurut (Sedarmayanti, 2013:273) kunci utama dalam
memahami good governance, menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) adalah
pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini

didapat tolak ukur kinerja pemerintah(Saphietry & Ajidin, 2023).

Prinsip-prinsip tersebut meliputi: 1) partisipasi masyarakat, 2) tegaknya supremasi
hokum, 3) transparansi, 4) peduli dan stakeholders, 4) berorientasi pada konsensus, 5)
kesetaraan, 6) efektifitas dan  akuntabilitas, 7) visi strategi.  Selanjutnya
(Sedarmayanti, 2013:273) mengungkapkan keseluruhan karakteristik atau prinsip good
governance tersebut saling memperkuat, terikat, dan tidak dapat berdiri sendiri.
Dengan demikian dapat disimpulkanbahwa terdapat 4 unsur atau prinsip utama yang
dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik,

yaitu: 1) akuntabilitas, 2) transparansi, 3) keterbukaan, 4) aturan hukum (Fajar, 2023).

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam metode ini adalah penelitian
kualitatif deskriptif, dengan demikian data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar,
bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data
yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan panduan wawancara (interview
guide) meliputi transkip interview (wawancara), catatan lapangan, foto dan dokumen
pribadi. Data yang dikumpulkan secara langsung dari informan melalui wawancara dan
observasi. Data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya buku, artikel, dokumen
yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data : Interview atau
wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan(Tohari & Hazyimara, 2023).
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Hasil dan Pembahasan

Akuntabilitas Kinerja Pegawai Kantor Camat Tambaksari

Gambar. 1 Rata Rata Indeks Pelayanan Publik (IPP) Wilayah Kecamatan Tambaksari

Akuntabilitas public yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik tediri atas
beberapa dimensi, (Mardiasmo, 2006) menyebutkan bahwa(Pebruani, 2022):
1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum; akuntabilitas ini terkait dengan penghindaran

penyalahgunaan jabatan dan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana public. Peneliti
menemukan bahwa aparatur yang belum memiliki komitemen moral serta konflik
kepentingan sesama aparat. Selain itu iklim organisasi terutama pada situasi kerja,
Peraturan yang mengatur tentang kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan
kegiatan, serta motivasi agar aparat terangsang untuk senantiasa meningkatkan
kemampuannya serta Pemeliharaan hubungan antar pegawai.

2. Akuntabilitas proses; terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan system informasi
akuntansi, system informasi manajemen, dan proses administrasi. Pelaksanaan oleh
Kantor Camat Tambaksari Surabaya, dinilai mampu menerapkan akuntabilitas publik
terhadap masyarakat yang dilayani, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap birokrasi pemerintah. Pada akhirnya akan mampu menjalin keserasian dan
keharmonisan hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. Akuntabilitas
kinerja bagi para pegawai Kantor Camat Tambaksari Surabaya terkandung kewajiban
untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di
bidang administrasi kepegawaian kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya.

3. Akuntabilitas program; terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan
dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang

memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal; Kinerja pegawai pada
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kantor Camat Tambaksari Surabaya merupakan perwujudan penyelenggaraan kegiatan
yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
yang telah ditetapkan. Kinerja pegawai mempunyai manfaat sangat penting, disamping
sebagai pelaksanaan Perencanaan Taktis Strategi, juga untuk menunjukkan sejauh mana
keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) pada Kantor Camat Tambaksari
Surabaya, juga merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan
pembangunan di lingkungan Kantor Camat Tambaksari Surabaya.

4. Akuntabilitas kebijakan; terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun
daerah, atas kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat
luas. Jika dilihat dari hirarki kewenangannya, Kecamatan Tambaksari Surabaya memiliki
alur pertanggungjawaban yang dimulai dari tingkatan paling bawah yaitu para staf.
Dimana staf bertanggungjawab kepada pimpinan mereka masing-masing yaitu kepada
Kepala Seksi. Selanjutnya Kepala Seksi bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan
mereka yaitu camat selaku pucuk pimpinan pada Kecamatan(Budi, 2023).

Penerapan Prinsi-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai

Good governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan
dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis
dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran
pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholderslainnya. Penerapan good governance dalam sektor publik berarti membangun
kultur, nilainilai serta etika yang melandasi pengembangan perilaku profesional. Good
governance mengacu pada bagaimana pemerintah melalui instansi-instansinya dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang publik maupun jasa dengan
berdasarkan hukum yang berlaku(Saifullah & Budiarti, 2023).

Pemahaman atas good governance untuk menciptakan keunggulan manajemen
kinerja baik pada perusahaan bisnis manufaktur (good corporate governance) ataupun
perusahaan jasa, serta lembaga pelayanan publik atau pemerintahan (good government
governance). (Nurkasih, R.H, 2016). Dengan diterapkannya good governance dalam suatu
organisasi publik, maka kinerja pegawai organisasi tersebut meningkat diharapkan dapat
menyelenggarakan proses pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan dan ekpektasi
masyarakat. Hasil penleitian yang dilakukan oleh (Nurbaeti, 2019) serta (Raheni, 2019)
memperlihatkan penerapan prinsip good governance berpengaruh terhadap kinerja
organisasi publik.

Hasil pengujian memperlihatkan prinsip good governance berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja pegawai kantor Kecamatan Tambaksari Surabaya. Hasil ini
mengindikasikan bahwa adanya good governance dalam sistem pemerintahan sangat

diperlukan dalam semua kegiatan instansi pemerintah. Dengan melaksanakan good
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governance yang baik tentu kinerja pegawai suatu organisasi akan berjalan dengan baik
dan sesuai dengan tujuan organisasi pula. Good Governance dapat diartikan menjadi suatu
tata kelola pemerintahan yang baik. Secara sederhana pengertian good governance ad alah
seperangkat proses yang diberlakukan dalam suatu organisasi baik swasta maupun negeri
untuk menentukan keputusan. Prinsip-prinsip good governance mampu meminimalisir
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengambilan keputusan yang salah dalam
suatu organisasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi(Masyhur, 2020).

Suatu tuntutan yang mampu mendukung kelancaraan dan keterpaduan pelaksanaan
tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan dengan
mempraktikkan prinsip-prinsip good governance. Dengan diterapkannya good governance
dalam suatu organisasi publik, maka kinerja pegawai organisasi tersebut meningkat
diharapkan dapat menyelenggarakan proses pelayanan publik agar sesuai dengan
kebutuhan dan ekpektasi masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip good governance akan
memberikan pemahaman yang kuat kepada pegawai sebagai individu yang ada didalam
suatu organisasi publik untuk menjalankan dan melaksanakan fungsi serta tugas dari
organisasi dilingkup kerjanya. Hal tersebut sesuai dengan teori stewardship yang
menjelaskan bahwa pemerintah sebagai steward akan menyediakan dan menggunakan
sumber daya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Apabila semua lingkup dalam organisasi termasuk sumber daya yang tersedia,
sumber daya manusia, peraturan, hingga sarana dan prasarana dikelola berdasarkan
prinsip good governance maka kinerja organisasi publik yang dihasilkan akan optimal.
Hasil ini sejalan dengan Asian Development Bank, dalam ((Raheni, 2019) ) bahwa terdapat
korelasi yang positif antara praktik tata kelola pemerintahan yang baik dengan hasil
pembangunan yang lebih baik. Selain itu, praktik tata kelola pemerintahan yang baik juga
dapat meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sesuai dengan
prinsipprinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik pada sektor publik. Good
Governance merupakan penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggunjawab,
serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif diantara domain-
domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Hasil mendukung penelitian yang
dilakukan oleh (Nurbaeti, 2019) memperlihatkan penerapan prinsip good governance

berpengaruh terhadap kinerja pegawai(Salsabilah & Sulistiyantoro, 2021).

Simpulan

Akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai

dengan program dan kegiatan yang ada. Sehingga akuntabilitas yang dilaksanakan sudah
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berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan tingkat pencapaian Kinerja oleh masing-
masing Bidang lingkup Kantor Camat Tambaksari Surabaya. Akuntabilitas program
kegiatan secara keseluruhan pada perencanaan, pelaksanaan sampai pada hasil yang
dicapai. Hal ini ditunjukan pada efektifitas kegiatan dan penggunaan anggaran untuk
setiap kegiatan. Faktor pendorong dan penghambat akuntabilitas pada Kantor Camat
Tambaksari Surabaya. Penerapan prinsip good governance berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja pegawai kantor Kecamatan Tambaksari Surabaya. Hasil ini
mengindikasikan bahwa adanya good governance dalam sistem pemerintahan sangat
diperlukan dalam semua kegiatan instansi pemerintah. Dengan melaksanakan good
governance yang baik tentu kinerja pegawai suatu organisasi akan berjalan dengan baik
dan sesuai dengan tujuan organisasi pula. Prinsip-prinsip good governance mampu
meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengambilan keputusan yang

salah dalam suatu organisasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi.

Saran

1. Instansi diharapkan dapat melakukanevaluasiberkala atas kinerja pegawailebih efektif,
publikasi lebih diperhatikan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,

2. Seluruh pegawai diharapkan dapat memahami good governance dan sistem
pengendalianintern pemerintah secara mendalam, sehingga dapat menghasilkan kinerja
yang efektif dan efisien dan pelayanan publik dapat terlaksana secara maksimal,

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat menambah variabel lain yang tidak termasuk
dalam penelitian ini. Menambah jumlah sampel dengan melakukan perluasan objek
penelitiandan menambahkan metode lain selain kuesioner, seperti wawancara langsung
sehingga peneliti dapat meyakini jawaban yang diberikan responden agar didapat hasil
yang lebih representatif seterusnya.Summarize the primary results of the research in a

concise conclusions section without duplicating information from previous sections.
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